Cll.:~1

PERATURAN DAERAH KABUPATENREMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI REMBANG,

. a. bahwa  sehubungan dengan telah

Mengingat

berakhimya Tahun Anggaran 2009 periu
menyusun laporan keuangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana maksud dalam huruf a maka
perfu  menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TahunAnggaran 2009,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nemer 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemer 3312) sebagaimana tetah diubah
dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nemer 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea PerolehanHakAtas Tanahdan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3688);

Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih 8an Bebas dari Korupsi, Kolusidan
Nepotisme (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3851);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2000
tentang Program PembangunanNasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3952);

Undang-UndangNemer 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan(Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4389);

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  4437)
sebagaimanatelah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
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12,

13.

14.

Nomor 4448);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturap Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dan berakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan
Umum  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Ak.untansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45030)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
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21.

22.

23.

24.

25.

Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaandan Pengawasan
Atas  Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor4593);

PeraturanPemerintanNomor8 Tahun2006
tentang- Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instans( Pemerintah (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor25;
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomord614);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangandan
Penyebariuasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(lembaran Daerah KabupatenRembang
Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12,
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Menetapkan

26.

27.

28.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Namer 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja  Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor | Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009
Nomor.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
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2009

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD berupa Laporan
keuangan memuat
a. Laporan RealisasiAnggaran;
b. Neraca;
c. LaporanArus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan
keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/PerusahaanDaerah.

Pasaf2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
~nggaran 2009 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 608044.827.149,00
b. Belanja Rp. 587.394.806.631.00
Surplus / Defisit  Rp. a0.650.020.518,00
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 28.419.385.207,07
- Pengeluaran Rp. 1975728284200
Surplus / Defisit ~ Rp. 8.662.102.365,07

Pasal3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.13.371.125.14900 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.594.673.702.000,00
b. Realisasi Rp.608.044.827.149,00
Realisasi pendapatanlebih sejumlah Rp. 13.371.125149.00
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(2) Selisih anggaran  dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp.15.848.448.369,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. AnggaranBelanjasetelahperubahan Rp.603.243.255.00000

b. Realisasi Rp.587.394.806.631,00
Realisasibelanja lebihsejumlah Rp. 15848.448.369,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.2921957351800 dengan rincian sebagai berikut.
a. Anggarandefisitsetelahperubahan (Rp.  8.569.553.000,00)
b. Realisasi Rp. 20650.020518,00
Realisasilebihsejumlah Rp. 2921957351800

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.167. 792,93 dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaransetelahperubahan Rp. 28419.553.000,00
b. Realisasi Rp. 28419385207.07
Selisihkurang (Rp. 167.792,93)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.92.717.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaransetelahperubahan Rp. 19.850.000.000,00
b. Realisasi Rp. 19.757.282.842.00
Pembiayaarpengeluaranebih Rp. 92.717158, 00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.92549.365,07dengan rincian sebagai berikut:
a.  AnggaransetelahperubahanRp. 8.569553.00000

b. Realisasi Rp. 8662102.365.07
Pembiayaanlebih Rp. 92549.365,07
Pasal4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember 2009 sebagai berikut :
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a. Jumlah Aset Rp. 924266.334.105,13
b. Jumlah Kewajiban Rp. 533.98266523
c.  Jumlah Ekuitas Dana Rp. 923732.35143990

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢
untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai

berikut:
a. Saldo Kas awal perjanuari Tahun 2009 Rp. 25.126.022588,07

b. Arus Kas dari Aktivitas operasi Rp. 77.380.510.419,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasiaset

Non keuangan (Rp. 56.730.489.901,00)

. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 16.757.450.842,00)

€. Arus Kas dari aktivitas non anggaran (Rp.  311.623.169,00)

f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2009 Rp. 29.815548200,07

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009, memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran | . Laporan Realisasi Anggaran
1) Lampiran 1.1 . Ringkasan laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintah daerah dan
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2) Lampiran 1.2

3) Lampiran 1.3

4) Lampiran1.4

5) Lampiran 1.5
6) Lampiran 1.6

7) Lampiran|.7

8) Lampiran 1.8

9) Lampiran 1.9

10) Lampirani.10
11) Lampiran 1.11

organisasi;

. Rincian laporan Realisasi Anggaran

menurut  urusan pemerintah daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Oaerah menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, programdan
kegiatan;

. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah untuk Keselarasan  dan
Keterpaduan Urusan  Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
PengelolaanKeuangan Negara;

. Daftar Piutang Daerah;
. Daftar Penyertaan Modal (investasi)

daerah;

- Daftar Realisasi Penambahan dan

PenguranganAset tetap Daerah;

. Daftar Realisasi Penambahan dan

PenguranganAset Lainnya;

. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
belum dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

. Daftar Dana cadangan daerah; dan
. Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah.
Lampiran Il Neraca
Lampiran Il . LaporanArus Kas
Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
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Pasal8

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Qaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI REMBANG
ttd.
H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 201,>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd.
HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010
NOMOR2
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